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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOSARI

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

huruf dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang1950
Nomorl2, 13, 14 dan 15 dari Hal PembentukanDaerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentangPerluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5539)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun2015
tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2014 Nomor 168, Tambahan LembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5558.sebagaiman telah diubahbeberapa
kali terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun
2016tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana DesaYangBersumber
dari Anggaran Pendapatan danBelanjaNegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

25.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48
Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 7);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

27.Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2019 Nomor 62);

28.Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

29.Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80
Seri E No. 47);

30.Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);

31.Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya
Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 6);

32.Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

33.Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 80);

34 Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;

35 Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal;



Menetapkan :

36 Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Desa di Kabupaten Kendal,

37 Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang
standarisasi biaya dalam Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2019 Nomor 76 );

38 Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belnja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor 82)

39Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2017 — 2022;

40Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 5
Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

41Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 6.tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Plososari
kepada BUMDesa;

42Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Plososari

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOSARI

dan

KEPALA DESA PLOSOSARI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA PLOSOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.103.092.906,00
2. Belanja Desa Rp 2.124.237.706,00
Jumlah Belanja Rp 2.112.450.871,00
Surplus/Defisit Rp 21.144.800,00

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 41.144.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a—b) Rp 21,144.800,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kreteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
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Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya

kepada BPD
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Plososarn.

Ditetapkan di Plososari
1 26 Desember 2019

LEMBARAN DESA PLOSOSARI TAHUN 2019 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PLOSOSARI
NOMOR 00 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REK URAIAN ‘"?::’)‘*N KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
41, Pendapatan Asi Desa 87.873.371.00
4.2 Pendapetan Transler 2.003,832,700,00
43, Pendapatan Lak-lain 11.386 835,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.103.092.906,00
5. BELANJA
51, Belarga Pegawal 539.573.723,00
52 Belanga Barang dan Jasa 270.862.343 00
5.3 Belanfa Modal 1.308.801.135.00
54 Belanja Tidak Terduga 5.000,000,00
JUMLAH BELANJA 2.124.237.706 00
SURPLUS / (DEFISIT) (21.144.800,00)
6, PEMBIAYAAN
8.1. Penssimann Pembiaysan 41,144,800,00
A N FErFre
82 Pengekiaran Pembiayaan 20.000,000.00
622 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 21.144.300,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

m S1AX2019 120533 Hafaman 1



RTINS 311212008 1207 17

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DES?
PEMERINTAH DESA PLOSOSARI KECAMATAN PATEAN
TAHUN ANGGARAN 2020
ANGGARAN
iy i VOLUME HARGA BATUAN JUMLAK
1 2 3 t 5
4 PENDAPATAN 2.103.092.566,00
49 Pendapatas Asi Cwsa £7.873.371,00
412 Hasl Asel Desa £7.373.371,00
41201 Pangelotsan Tansh Kas Dess 7 873 371,00
01, Pegeloiien Tansh Kas Desa PAD 1 Taren 17.873.3M,00 §7.873.371,00
413 Swadays, Partisipas! dan Gelony Royong 0,66
21301 Houd Swadeya, Putis i dan Gotorg Royong 000
01 Hast Swadaya Partipas Gotong Royong SND 1 Tobun 200 a0
42, Pendapatan Transfor 2.003432,700 60
421 Dana Desa 1.171.700,000,00
421,01, Dane Dose 1.171.700.000,00
01 Dora Desa ooe 1 Tahun 1.471,700.000,00 1,171 700.000.00
422 Bagi Haal Pajak ann Remribus! 73.310.700,00
42201 Flagh Haed Pajak clan Retrbuss Daersh Kabupsten/Kots ¥3.310.700.00
Of, Engi Hasil Pajak Dan Reatribusi Disrah P 1 Tabun 73,310.700,00 73.310.700.00
423 Alokasi Dans Desa £53.022.000,00
42301 Abkasi Dana Dota 863.022.000.00
01, Akokasi Dona Desa ADO 1 Town 553 822 000,00 553 822 000,00
424 Rantuan Keoangan Provinsi 205.000.000,50
42401 Bamuan Keuangan dsi APBD Provine 208,000.000,00
01. Bantusn Keusrgan APED Provirsi PaP 1 Tahun 205.000.000,00 204.000,000,00
43 Pesdapatan Lakdan 11.306.896.00
438 Bungw larnk 3388 825,00
43601 Eungs Bank 3,308 835,00
01. Bunga Bank oL 1 Tahun 3.385 35,00 3.966.835,00
417 Lain-fain Pendapatan Desa Yarg Saf £.000.660,00
437909, Loin-dan Pondsgetin Deas Yang Soh 2000000 00
=18 1 Tabun £ 000 000,00 1,000 000, 00
2,102,002 906,00
Halaman 1




LAMPIRAN

PERATURAN DESA PLOSOSAR

NOMOR 00 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLOSOSARI
TAHUN ANGGARAN 2020
Rs::?:n URAIAN W SUMBERDANA
1 2 3 K 5
4. PENDAPATAN
4. Pendapatan Asl Desa 87873371 00
42. Pendapatan Trarsfer 2.003.832.700,00
4.3 Pendapatan Lain-aimn 11 386.83500
JUMLAH PENDAPATAN 2.103.092.906 .00
5
1 A §62.592.906.00
11 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional £13.082.206,00
Pemerintahan Desa
1.1 Penyedizan Penghasian Tetap dan Tunjangan Kopala Desa 40 80000000 | ADD
1101 | 51, Bolarya Pegawsi 40.800,000,00
1.1.02 Peryedisan Penghasitan Tetap dan Tunjangan Parangkat Desa 390,163.420,00 | AsD
1102 | 51, Belanja Pegawai 350.163 520,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosal bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3023583200 | A0D
1103 | 59 Belanga Pegawal 30.238.832,00
1.1.04 ‘Pmenyo&m Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PFKD 25.508.483,00 | ADD, DLL, PAD
1104 | 52 Belania Bareng dan Jasa 22.121.648,00
1104 | 53. Belanja Model 3.386.835,00
1105 Penyediaan Tunjangan BFD 20.800.000,00 | ADD
1.1.05 | 51. Belanja Pegawsl 30,600.000,00
1.1.06 mnOpMBPO(nMATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 1.000.000,00 | Aoo
1106 | 52 Befanja Barang dan Jaza 1.000.000,00
1.1.07 Panyeciaan Insendil Operasionsl RT/RW 47.000.000,00 | ADD
11.07 | 52 Belangs Barang dan Jasa 47.000,000.00
1.1.91 Paryediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepaia Desa (Hael Pepgelolaan Tan 4.500.000,00 | PAD
ah Bangkok)
1191 | 5, Belanja Pegawai 4 500.000,00
f.1.92 Penyedaan Tambahan Tunjangan bagl Pevangkat Desa (Hasil Pengelolaan 42.973.371,00 | PAD
Tanah Bengkok)
1152 | 5.1, Bolanja Pegawal 42.873.3711,00
12 Penyedisan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 40.010.700,00
1201 Ponyediasn Sarans (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintshan 17.010.700.,00 | Pes
1201 | 52 Belanja Barang don Jasa 17010700 .00
1202 Pametharaan Godung/Prasarena Kanlor Desa 23.000.000,00 | PEH

INN22NS 120526 Halaman 1




KODE .
. URAIAN mm';*"‘ SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1202 | 63, Belanja Modal 23.000.000,00
14. Penyelenggarasan Tata Praja Pemerintahan, Perencansan, Keuangan dan 9.500.000,00
Pelaporan
1401 Penyolonggaraan Musyawarah Perencanaan DesaPambahasan APBDes ( 1.500.000,00 | ADO
Reguler}
1401 | 52 Belanja Sarang dan Jasa 1.500 000,00
1.4.04 :w-m Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Penubahan, LPJ 2.000.000,00 | ADD
1404 | 52. Befanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1407 :«;wnmn Laporan Kepata Desa, LPPDesa dan Infurmass Kepada Masyar 1.800.000,00 | ADD
1407 | 52 Belsnjz Barang dan Jasa 1.800.000,00
1408 Pengembangen Sistem Informasi Desa 4.200.000,00 | FAD
1408 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 4.200.000,00
2 1.342.144.800,00
21. Sub Bidang Pendidikan 172.838.000,00
2101 Penyelenggaran PAUDTKTPATKATPQMadrasah NonFormal Milk Desa 33.000.000,00 | oos
(Honor, Pakaian di)
2101 | 52 Belanja Barary dan Jasa 33.000.000,00
21.02 Dukungan Peyelenggaran PAUD (APE, Sarana PALD dst) £.000.000,00 | bos
2102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
21.03 Penyulihan dan Pelethan Pendidikan Bag Masyarakat 4.000.000,00 | cos
21.03 | 52 Belan)a Barang dan Jasa 4.000 000,00
21.08 Pembangunan/RehabiitasiiPeningiatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat 88.500.000,00 | Dos
Peraga
2106 | 53 Belania Modal 89.500,000.00
21909 Pengembangan dan Pembinsan Sanggar Sery dan Belajar 32.433.000,00 | DOS, PAD
2108 | 52 Belanfa Barang dan Jasa 32 428,000 00
21.10 Dulungan Pendidikan bagi Siswa MiskinvBerprestasi 8.000.000,00 | oLL
21.10 | 52. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 39.000.000,00
220 :cz;‘)uwun Pos Kesohatan Desa/Polindes Milk Desa (obadt, Insantif, K 1500000000 | 008
2201 | 52 Belarga Barang dan Jass 15.000,000,00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, insentif) 9.000.000,00 | cos
2202 | 52 Belarga Barang dan Jasa % 000.000 00
2206 Pengasuhan Berssma steu Bina Keluergs Balts (BKS) 5.000.00000 | DGS
2208 | 52 Bolarga Barang dan Jasa 5.000.000,00
2208 Pamedharaan Sarana Prasarans PosyanduwPalindes/PKD 10.000.000,00 | DDS
2208 | 53 Belanja Modal 10.000.000,00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.025.206.800,00
2302 Pemelharaan Jalan Lingkungan Pemukiman'Gang 35.000.00000 | cos
23.02 | 53, Batanja Modal 35.000.000,00
2303 Pomedharaan Jakan Usaha Tanl 59.000.000,00 | pDS
IS o101 27019 12,0526 Hataman 2




KODE
ol URAIAN ”‘m’;‘“ SUMBERDANA
i 2 3 < 5
2303 | 53, Belanja Modal 59.000.000,00
2304 Pemelbaraan Jembatan Desa 2330000000 | FEH
2304 | 53, Sotanja Modal 23,200.000,00
2305 P:xoham Prasarans Jalan Dasa (Gorong-gocong'Seloksn/Parit Drainas 7BAS0.00000 | DO=
e
2305 | 53. Belanjs Modal 78.450.000,00
2310 PambanguranRehabiftasPeningkatan/Pengerasan Jalan Desa 358.700.000,00 | OGS, FOP
23.10 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.282.500.00
2310 | 53. Belsrga Modal 352.407.500,00
2314 :;'n;’mmmwwm Prasarana Jalan Desa (Gotong, sk 469,755 800,00 | DDS
2394 | 53, Belanjs Modal 469.756.800,00
24, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 90.000.000,00
24.01 Dukungan Pelsksanann Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layek 350.000,00000 | PBP
Huni GAXIN
2401 | 53 Belarya Modal 30.000.000,00
2412 llaslPeningkatan Sambungan Ar Bersih ke Rumah T £0.000.000,00 | DOS
anga (Dipdhn)
2412 | 53, Belanja Modal 60,000.000,00
25. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup £.000,000,00
2503 Pelatian'SosialsastPenyuluhan/Penyadaran tentang LH dan 500000000 | ODS
Kehutanan (Diphih)
2503 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
26. Sub Bidang Perhubungan, Kormumikas! dan Informatiks 10.000.000,00
260 Pombuatan Rembe-rambu & Jaken Deca 10.000.000,00 | PEM
2601 | 53 Belanja Modsl 10.000,000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 19.500.000,00
33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 9.500.000,00
33.03 Penyelenggarsan FestvalLomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 9.500.000,00 | PAD
33,03 | 52 Belanja Barang dan Josa 9.500.000,00
34. Sub Bidang Kelombagaan Masyarakat 10.000.000,00
3402 Pembinaan LKMDILPMLPMD 5.000.000.00 | ADD
3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.00
343 Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000000,00 | PapP
34901 | 52 Belargs Barang dan Jasa 5.000.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 85.000.000,00
42, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 70.000.000,00
4204 Pemediharazn Saluran rigasi Tersier/Sederhana 85 .000.000.00 | COS
4204 | 53 Belanja Modal 6§5.000.000,00
4205 mmmwm Tekonolog Tepat Guna untuk PertanianPeter 5.000.000.00 | oos
4205 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
IMNZA19 120526 Halaman 3




KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
44, Sub Bidang Pemberdaysan Perempuan, Perfindungan Anak dan 10.000,000,00
o .
4401 Petathan dan Penyuluhan Pembardayaan Perempuan 10.000,000,00 | DOS
4401 | 52 Belenja Barang dan Jesa 10.000.000,00
_ | es. Sub Bidang Dukungan Pensnaman Modal 15.000.000,00
46.02 Pefsthan Pengelolsan BUM Desa (Pelatian yg dilaksarakan oleh Pemdes) 15.000.000,00 | ocs
46.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
st Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5.000.000,00
5.1.00 Kegatan Peranggulanan Bencans 5.000.000,00 | cOs
5101 | 54 Belanje Tidak Terduga 5.000.000.00
JUMLAH BELANJA 2,124,237.706,00
SURPLUS / (DEFRISIT) {21,144.800,00)
6. PEMBIAYAAN
8.1. Panertimaan Pembisysan 41.144.300,00
62 Pangaluaran Pembiayaan 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 21.144.800,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

ICECITEI 22 120525 Helarman 4



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 5 /DS-4/2019
Nomor : 4/BPD -4/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA .PLOSOSARI

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Desember Tahun Dua
Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWARDI : Kepala Desa Plososari dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Pemantang  selanjutnya  disebut PIHAK

PERTAMA.
2. SRI WALUYO : Ketua BPD Desa Plososari
3. BUDIONO : Wakil Ketua BPD Desa Plososari
4. SRI MUNTAMAMI : Sekretaris BPD Desa Plososari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa Plososari,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUAtelah membahas dan menyepakati APB Desa 2020 yang
telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan APB Desa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir Berita Acara ini

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB
Desa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-
lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Patean untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah

tanggal ditandatangani Berita Acara ini



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Plososari, 26 Desember 2019
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BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2020.

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam Bulan Desember Tahun dua
ribu Sembilan Belas, bertempat di desa Plososari, Kecamatan Patean,
Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi
Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa 2020 dengan rincian sebagai berikut
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.

b. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

e. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD.

f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

g. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
dari hasil pengelolaan tanahbengkok.

h. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa (asset tetap)

i. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor

j. Penyelenggaraan Tata praja pemerintahan ,perencanaan,keuangan

dan pelaporan

k. Pengembangan Sistem Informasi Desa.

b. Bidang Pembangunan
a Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal milik
Desa.

b. Rehabilitasi Peningkatan sarana Prsarana PAUD / TK / TPA / TPQ
/Madrasah Non Formal milik Desa. GEDUNG PAUD TUNAS BANGSA
Dukungan penyelenggaraan PAUD ( APE )

Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat

Pengembangan Sanggar seni dan Belajar.

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin berperestasi.
Penyelenggaraan PKD,POLINDES,POSYANDU(Honor/intensif,tenaga
kesehatan ,KB dll)

Penyelenggaraan Posyandu.

PENGADAAN SAR pras PKD ( KELENGKAPAN POLINDES)
Pengasuhan bersama Bina Keluarga Balita (BKB).

Pemeliharaan sar-pras posyandu/polindes

Pemeliharaan Jalan Desa.

@ "~ o ao

=

. Pemeliharaan Jalan Lingkungan.

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.



Pemeliharaan Jembatan Desa.

p. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, parit
dan drainase).

g- Pemeliharaan Gedung Balai Desa.

Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, parit

-

dan drainase).

Dukungan pelaksanaan program RTLH untuk Gakin.
Pembangunan Sambungan Air Bersih

Penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan

< £~ v

Pembuatan rambu-rambu jalan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a.penyelenggaraan festifal/perlombaan pemuda/olahraga
b.pembinaan dan oprasional KPMD
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier / sederhana.
b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan.
c. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan
Keluarga
d. Pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilasanakan oleh Pemdes.
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak.
a Belanja Tidak Terduga.
f. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan.
b. Penyertaan Modal Desa.
C.
B. Menyepakati APB Desa 2020 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas APB Desa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana catatan Berikut :

1. Terlampir dalam SK evaluasi.

2. Penyesuaian program sesuai dengan kondisi hal yang dirasa sangat
penting dan di prioritaskan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLOSOSARI .

Ketua / Anggota : SRI WALUYO

Wakil Ketua/Anggota : BUDIONO

Sekretaris / Anggota : SRI MUNTAMAMI .
Anggota : WAHID TAUFAN ROMADHO

Anggota : SUMARDI

Anggota : NURYATUN

Anggota : TRI HARTATI

Anggota : SETYO TRI HARSONO

Anggota : SUPRIYONO




DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN APB Desa 2020

DESA : PLOSOSARI
KECAMATAN : PATEAN
TANGGAL
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEAN

Jalan Raya No, 02 Curug sewu Telp/Fax : [0294) 451005 Kode Pos 51364
e-mnil : pateands LODS@Egmail.com
Kode Pos 51364

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN
NOMOR : 140/\1-?—/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOSARI
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PATEAN,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangen Desa,
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang
telah disepakati bersama Kepaia Desa dan BPD
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Walikota
melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati untuk dievaluasi,

» b. bahwa berdasarkan ketentuar: Pasal 5 huruf b angka 5
Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal
kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal, kewenangan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
didelegasikan kepada Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurui b, maka perlu menetapkan
Keputusan Camat Patean tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten
Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang ®Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat 1l Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
) Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



11,

12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

' 233);
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah [stimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaranr Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

20.

> 3

22.

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Ihdonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah
diubah beberapaz kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2015 Nomor 159},

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6};

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018



23,

24,

26.

27.

28.

29,

30.

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48
Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan pada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
7

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
| Seri E No. |, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 152);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80
Seri E No. 47),

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupater. Kendal

. Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);

31

33.

34,

Peraturan Bupati Kendal Nomor S5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya
Yang Syah Dbagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 6),

. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kawenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2C18 Nomor 50);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentzng
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Dae¢rah Kabupaten Kendel
Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupat Kendal Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari
Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;



35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun
2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain vang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian dan
Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
kepada Desa di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan |
KESATU © Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Plososari Kecamatan

Patean Kabupaten Kendal tentung Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan hasil
evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan

KEDUA . Belanja Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten
Kendal harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar dapat
meningkatkan pelayanan dan  kesejahteraan yang
maksimal untuk masyarakat.
Kepala Desa Plososari bersama Badan Permusyawaratan

KETIGA ° Desa Plososari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal wajib
menyempumakan Rancangan Peraturan Desa Plososari
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ,

. sesuai dengan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Dess.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Patean
Pada tanggal : 30 Desember 2019

———
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
Kepala Bagian Hukum Sctda Kabupaten Kendal;

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;

Kepala Desa Plososari Kecamatan Patean;

Arsip.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEAN
NOMOR : 140/ 127 /2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN P‘ERATURAN DESA PLOSOSARI KECAMATAN
PATEAN KABUPATEN KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PLOSOSARI TAHUN ANGGARAN 2020

|, Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal, bahwa
setelah Rancangan APBdesa yang telah disepakati Kades dan BPD dan
telah dievaluasi Camat kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa
maka untuk Penulisan Halaman Judul, kalimat RANCANGAN
dihilangkan.

2. Penanggalan Penectapan Rancangan APBDesa Plososari menjadi APBDesa
tanggalnya dibuat setelah mendapatkan evaluasi dari Camat Patean,
termasuk tanggal diundangkannya.

3. Diperhatikan penanggalan Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala
Desa dan BPD dibuat sama atau lebih tua dari penanggalan Berita Acara
Musyawarah Desa pembahasan APBDesa yang dilaksanakan oleh BPD
(Berita Acara dan daftar hadir dilampirkan kedalam Perdes APBDesa),
Nomor Perdes APBDesa menyesuaikan Perdes yang telah ditetapkan pada
Tahun 2019 termasuk juga untuk Berita Acara / Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa juga diputuskan pada Tahun 2019,

4. Perdes APBDes yang telah ditetapkan, untuk Arsip/Dokumen Desa
Penandatanganan Perdesnya oleh Kepala Desa (Tanda tangan dan cap
basah) sedangkan vang dikirim ke OPD (Kecamatan dan Dispermas)
berupa salinan di tanda tangani Sekdes (tanda tangan dan cap basah)
sedangkan Kepala Desa cukup di ben tulisan “cap ttd “.

Merujuk pada Permendes nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 penggunaan Dana Desa hanya untuk
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bid. 2) dan Bidang
Pemberdayvaan Masyarakat (Bid. 4).

6, Pada Konsideran Mengingat, untuk ditambahkan :

a. Keputusan Camat Patean Nomor 140 /126/ 2019 tanggal 26
Desember 2019 tentang Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan
Desa Plososari  Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plososari Tahun Anggaran
2020. .

b. Peraturan Desa Plososari tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa,.

¢. Peraturan Desa Plososari tentang SOTK.,

d. Peraturan Desa Plososari tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

¢. Peraturan Desa Plososari tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Plososari kepada BUMDesa. .. (nama BUMDesa).

f. Peraturan Desa Ploscsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Plososari.

7. Format pengaturan kertas dan huruf print out perdes untuk diatur
disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Caru Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal.
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Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (bidang 2) :

a,

Kegiatan Pelatihan, Bintek, atau Musvawarah Desa, belanja yang
berupa ATK diperhatikan jumlah maupun jenisnya hanya untuk
mendukung kegiatan tersebut (prinsip real cost).

Kegiatan Pelatihan, Bintek, atau Musyawarah Desa, tidak
diperbolehkan menyebut nama lembaga yang terdapat dalam Perdes
Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kegiatan pemberian bantuan kepada Lembaga / Pokmas diluar yang
tercantum dalam Peraturan Desa tentang Lemhaga Kemasyarakatan
Desa dibuatkan SK. Kepala Desa dan merupakan bagian atau milik
Desa.

. Secara prinsip hasil evaluasi yang telah dilakukan konsolidasi
berdasarkan pembahasan dengan Kecamatan untuk dapat direvisi sesuai
dengan catatan-catatan,




